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uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya 

sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja LPPKS Tahun 2017 telah dapat kami selesaikan. Laporan ini 

merupakan pertanggungjawaban Kepala LPPKS atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang 

tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyelenggarakan Program Pengembangan 

SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPPKS.  

 

LAKIP LPPKS ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan LAKIP ini 

merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi LPPKS dalam rangka mendukung terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja di lingkungan LPPKS.  

 

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPPKS Tahun Anggaran 2017, yang meliputi capaian 1 (satu) 

sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Sasaran kegiatan tersebut adalah Meningkatnya Kompetensi 

Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai bidangnya, dengan indikator kinerja: 1) Jumlah Kepala Sekolah dan 

Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya dan 2) Jumlah Pengawas dan Calon Pengawas Sekolah 

yang ditingkatkan kompetensinya. Kedua indikator tersebut merupakan penjabaran sasaran kegiatan pada 

Renstra LPPKS Tahun 2015-2019 dan merupakan indikator kinerja kegiatan Dirjen GTK yang diamanatkan 

kepada LPPKS sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara LPPKS dengan Dirjen GTK. 

 

Target hasil secara umum dari program LPPKS tahun anggaran 2017 berhasil dicapai dengan baik sesuai 

Perjanjian Kinerja tahun 2017.  
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Di sisi lain,  LPPKS menyadari bahwa tantangan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras pada tahunïtahun mendatang. Diharapkan 

dukungan semua pihak dalam menjawab tantangan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, yang 

pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik. 

    

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPPKS selama tahun 2017. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, disampaikan terima 

kasih.     

                                                                    

   

Karanganyar, Januari 2018   

Kepala LPPKS 

 

 

 

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. 

NIP 19661108 199003 2 001   
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aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPPKS disusun dalam rangka 

pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP 

LPPKS Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah 

ditetapkan antara LPPKS dengan Direktorat Jendral GTK. Laporan ini menyatakan pelaksanaan 

indikator kinerja yang telah dicapai lembaga pada tahun 2017. 

LPPKS menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Jumlah 

Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten dan Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon 

Pengawas Sekolah yang Kompeten. Capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah Kepala Sekolah 

dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten tercapai sebesar 102,8% sedangkan Jumlah Pengawas 

Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten tercapai sebesar 90%. 

 

Sedangkan untuk kinerja keuangan, penyerapan anggaran Tahun 2017 sebesar 97,85% dari 

total anggaran. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi perjalanan dinas dan sisa anggaran kegiatan. Dari 

7 (tujuh) output kegiatan, seluruh utput 

kegiatan memiliki pencapaian kinerja 

sangat baik. 

Dalam upaya pencapaian 

indikator kinerja dijumpai 

permasalahan antara lain pada kegiatan Program Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Kepala 

sekolah terdapat perubahan moda pelaksanaan diklat dari moda daring kombinasi menjadi moda tatap 

67% 

33% 

Rincian Pencapaian IKK Tahun 2017 

LYY ŘŜƴƎŀƴ /ŀǇŀƛŀƴ җмлл ҈ IKK dengan Capaian < 100% 

L 

Rentang Capaian 
Anggaran 

Kategori 
Capaian 

Jumlah % 

85%ÒCapaianÒ100% Sangat 
Baik 

7 100% 

70%ÒCapaianÒ85% Baik 0 - 
55%ÒCapaianÒ70% Cukup 0 - 
Capaian <55% Kurang 0 - 
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muka. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan dan perubahan jumlah 

anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Pada bulan Maret 2017, terjadi pergantian 

kepala LPPKS sehingga banyak kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan pada awal tahun 

menjadi mundur sampai bulan berikutnya. 

Dengan dukungan dari semua pihak, semoga LPPKS dapat menjadi unit kerja yang mampu 

mendukung penyelesaian masalah pendidikan dan kebudayaan, serta dapat melaksanakan program 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan dengan lebih efektif dan akuntabel, sehingga visi dan misi 

yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

 

Jumlah % 
Karanganyar,  Januari 2018 
Kepala LPPKS 

 
 
 

 

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. 

NIP 19661108 199003 2 001   
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BAB I  

 
A. Gambaran Umum 

embukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 31 ayat (3),  bahwa pemerintah mengusahakan 

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa 

mensyaratkan pemimpin yang  berkompeten dan berkarakter sebagai garda depan. Oleh karena 

itu, Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus dibekali dengan kompetensi dan karakter 

yang sesuai guna mendukung tujuan pendidikan nasional.   

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) didirikan pada Tahun 2009 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Di dalam kurun waktu 8 

tahun dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja 

LPPKS telah berganti sebanyak 3 kali, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 

Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2013 dan terakhir Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. LPPKS adalah 

unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penyiapan, 

pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.  

Sebagai lembaga pemerintah,  sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LPPKS memiliki kewajiban untuk menyusun laporan 

pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

B. Dasar Hukum 

1. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

P 

PENDAHULUAN BAB 

I 
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Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 

Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Permendiknas No. 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja;  

5. Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan;  

6. Permendikbud No. 17 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS);  

7. Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

8. Rencana Strategis Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) 

Tahun 2015 ï 2019; 

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan 

Kepala Sekolah (LPPKS) Nomor: SP DIPA-023.16.2.361167/2017 tanggal 7 Desember 2016. 

10. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara LPPKS dengan Ditjen GTK. 

C. Tujuan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini  disusun dengan tujuan memberikan 

penjelasan tentang hal-hal berikut. 

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran kegiatan Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) selama tahun 2017; 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut; 

3. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pengembangan dan 

Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 

Direktorat Jendral GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan), Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

D. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 

Tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dalam 

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pengembangan 

dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) adalah  melaksanakan penyiapan, pengembangan, 
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dan pemberdayaan kepala sekolah. Di dalam melaksanakan tugasnya LPPKS menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan program penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan Kepala Sekolah; 

2. Pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi Kepala Sekolah; 

3. Fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah; 

4. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi Kepala Sekolah; serta 

5. Pelaksanaan urusan administrasi LPPKS. 

Susunan organisasi LPPKS terdiri atas: 

1. Kepala;  

2. Subbagian Umum;  

3. Seksi Peningkatan Kompetensi;  

4. Seksi Program dan Informasi;  

5. Kelompok Jabatan Fungsional.  

Bagan 1.  
Struktur Organisasi LPPKS 

(Permendikbud No. 17 Tahun 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala LPPKS dibantu oleh Subbagian Umum, Seksi 

Peningkatan Kompetensi, Seksi Program dan Informasi dan Tenaga Fungsional yang masing-

masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. 

a. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi LPPKS dan dalam 

melaksanakan tugasnya bagian umum menyelenggarakan fungsi: 

1) Koordinasi pelaksanaan kegiatan LPPKS; 

2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;  

3) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian; 

4) Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 

Kepala 

Sub Bagian Umum 

Seksi Peningkatan 

Kompetensi 
Seksi Sistem 

Informasi 

Kelompok Jabatan 

Fungsional 
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5) Pelaksanaan Urusan keuangan. 

b. Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan 

sistem informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud seksi sistem informasi menyelengarakan fungsi. 

1) Pemetaan kompetensi calon kepala sekolah; 

2) Pengembangan Pemetaan kompetensi kepala Sekolah; 

3) Pengelolaan data dan informasi kompetensi kepala sekolah dan calon kepala sekolah; 

c. Seksi Peningkatan Kompetensi memiliki tugas melakukan penyiapan, peningkatan 

kompetensi, evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah. 

Bidang peningkatan kompetensi menyelenggarakan fungsi: 

1) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 

2) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas  sesuai dengan tugas jabatan fungsional 

masing-masing.  

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya menyampaikan laporan kepada Kepala GTK dengan tembusan kepada 

pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LPPKS. Di 

samping itu, Kepala LPPKS menyampaikan hasil pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan 

tenaga kependidikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan 

instansi terkait. 
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engacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, LPPKS telah menyusun 

Perjanjian Kinerja tahun 2017. Perjanjian Kinerja berisikan target-target kinerja 

yang akan dicapai selama tahun 2017. Target kinerja tersebut merupakan 

pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. 

Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. 

LPPKS sesuai tugasnya yaitu menyiapkan, mengembangkan, dan memberdayakan kepala sekolah 

menetapkan tujuan strategis yang kemudian diturunkan menjadi sasaran-sasaran kegiatan dan 

indikator kinerja. Sasaran kegiatan LPPKS merupakan upaya pencapaian Sasaran Kegiatan/ 

Indikator Kinerja Kegiatan yang menginduk pada renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.  

A. Target Kinerja Sasaran Kegiatan Lembaga  

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan dapat diukur dari ketercapaian target indikator 

Sasaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan LPPKS merupakan usaha pemberian kontribusi 

pencapaian Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dirjen Guru dan Tenaga Kegiatan (GTK) yang 

tertuang dalam Renstra GTK Tahun 2015-2019 yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (5634). Sasaran kegiatan LPPKS berdasarkan Renstra 

LPPKS Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Lembaga 

KODE Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja 

S1 Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai 
Bidangnya  

IK1-S1   Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten 

IK2-S1 Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang 
Kompeten 

 

 

 

M 

PERENCANAAN KINERJA 

LPPKS 

BAB 

II 
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B. Strategi Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2017 

Sasaran kegiatan lembaga kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahunan 

yang diajukan oleh Kepala Lembaga dan disetujui oleh Ditjen GTK. Perjanjian Kinerja 

mengalami revisi sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan adanya perubahan dalam kegiatan 

prioritas nasional sehingga menyebabkan beberapa perubahan dalam pola penganggaran dan 

target sasaran tahun 2017. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2017 antara LPPKS 

dengan Dirjen GTK yang merupakan pentahapan pencapaian sasaran kegiatan tahun 2017: 

Tabel 2.2 

Pertahapan Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2017 

SASARAN  
KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

OUTPUT 
KEGIATAN 

TARGET  
Tahun 2017 

ANGGARAN 
(ribuan) 

Meningkatnya 
Kompetensi 
Pendidik dan 
Tenaga 
Pendidikan 
sesuai 
Bidangnya 

Jumlah Kepala 
Sekolah dan Calon 
Kepala Sekolah 
yang Kompeten 
 

Kepala Sekolah 
Yang 
ditingkatkan 
Kompetensinya 

760 Orang 3.861.010 

  Calon Kepala 
Sekolah Yang 
ditingkatkan 
Kompetensinya 

3.000 Orang 30.631.956 
 
 
 

  Model 
Pemberdayaan 
Sekolah dan 
Pengembangan 
Sistem Inovasi 
Pembelajaran 

6 model 1.456.215 
 

 Jumlah Pengawas 
Sekolah dan Calon 
Pengawas Sekolah 
yang Kompeten 

Pengawas yang 
Ditingkatkan 
Kompetensinya 

330 orang 2.789.565 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 

etiap sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan dokumen penetapan kinerja perlu 

diketahui tingkat ketercapaiannya pada akhir tahun anggaran, hal itu untuk mengetahui 

keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

atas tugas yang diamanatkan. Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017, LPPKS 

menetapkan satu sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berikut tingkat ketercapaian 

sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan LPPKS pada tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

òSasaran Kegiatan: Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Pendidikan sesuai Bidangnyaó 

Sasaran kegiatan LPPKS merupakan turunan dari target kinerja sasaran kegiatan yang 

diamanatkan oleh Ditjen GTK yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga 

kependidikan (5634) dengan sasaran kegiatan yaitu "Meningkatnya kompetensi pendidik dan 

tenaga pendidikan sesuai bidangnya". Dari 17 IKK, LPPKS diberi amanat melaksanakan 2 IKK 

yaitu: 

1. Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten, dan  

2. Jumlah pengawas dan calon pengawas sekolah yang kompeten.  

Dua Indikator Kinerja Kegiatan tersebut kemudian dirumuskan menjadi Indikator Kegiatan LPPKS. 

Indikator Kegiatan ini kemudian diturunkan menjadi beberapa output kegiatan untuk mendukung 

tecapainya sasaran kegiatan LPPKS tahun 2017. 

 

 

S 

AKUNTABILITAS KINERJA LPPKS 

BAB 

III 
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Persentase ketercapain sasaran kegiatan tahun 2017 dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Persentase Capaian Sasaran Kegiatan LPPKS 2017 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Tahun 2017 

Target Realisasi % 

Meningkatnya 

kompetensi Pendidik 

dan tenaga pendidikan 

sesuai bidangnya 

Jumlah Kepala Sekolah Dan 
Calon Kepala Sekolah Yang 
Kompeten 

3.760 3.867 102.8 

Jumlah pengawas sekolah 
dan calon pengawas sekolah 
yang kompeten 

330 297 90 

 

Secara umum, pencapaian sasaran kegiatan LPPKS merupakan kegiatan pemerolehan 

kompetensi bagi kepala sekolah, calon kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui program-

program pendidikan dan pelatihan dan pelaksanaan program-program peningkatan kompetensi 

bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah yang merupakan program prioritas nasional.  

Di bawah ini adalah grafik perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2016 dengan tahun 2017. 

 

Grafik 3.1 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja LPPKS Tahun 2017 dan 2016 

 

Jika dilihat dari grafik di atas, maka capaian tahun 2017 lebih rendah dari capaian indikator kinerja 

tahun 2016. Pada tahun 2016, LPPKS menghasilkan 5.740 orang kepala sekolah dan calon kepala 

sekolah yang kompeten dan 312 orang pengawas sekolah yang kompeten. Sedangkan pada tahun 

2017 LPPKS menghasilkan 3.867 orang kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten 

dan 297 orang pengawas sekolah yang kompeten.   

5.740 

312 

3.867 

297 

Jumlah Kepala Sekolah Dan Calon Kepala 
Sekolah Yang Kompeten 

Jumlah pengawas sekolah dan calon 
pengawas sekolah yang kompeten 

Ketercapaian Indikator Kinerja LPPKS 
Tahun 2016: 2017 

Tahun 2016 Tahun 2017 
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Penurunan capaian indikator kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan 

jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pencapaian indikator kinerja. Grafik di bawah ini 

adalah grafik perbandingan persentase alokasi anggaran dengan capaian output tahun 2017: 2016. 

 

 

 

Grafik 3.2 

Perbandingan Persentase Alokasi Anggaran dengan Capaian Output tahun 2017: 2016. 

 

Dari grafik di atas, kita dapat melihat bahwa alokasi anggaran untuk indikator kinerja kepala 

sekolah dan calon kepala sekolah pada tahun 2017 adalah sebesar 47% dari jumlah anggaran 

yang dialokasikan pada tahun 2017. Dengan anggaran 47% dari tahun sebelumnya, LPPKS 

mampu menghasilkan output sebesar 67% dari output tahun 2016. Artinya, LPPKS mampu 

meningkatkan jumlah output dengan anggaran yang lebih rendah. 

Untuk indikator kinerja pengawas sekolah yang ditingkatkan kompetensinya, pada tahun 2017 

LPPKS mengalokasikan anggaran 158% dari alokasi anggaran tahun 2016. Sedangkan dari sisi 

jumlah capaian output, LPPKS menghasilkan output 95% dari jumlah capaian pada tahun 2016. 

Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: 

1. Dari sisi anggaran, tahun 2017 mengalokasikan anggaran lebih besar karena sasaran kegiatan 

peningkatan kompetensi pengawas sekolah berasal dari 3 provinsi yaitu Provinsi Riau, 

Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Pada tahun 2016, sasaran kegiatan adalah pengawas 

sekolah di wilayah Jawa Tengah sehingga alokasi anggaran untuk tahun 2016 lebih rendah 

dari anggaran tahun 2017. 

2. Kegiatan pemerolehan kompetensi bagi pengawas sekolah pada tahun 2016 berpola one 

shoot, sehingga jumlah capaian dapat langsung dihitung seusai kegiatan diklat dan tentunya 

menghabiskan biaya lebih rendah. 

47% 

158% 

67% 

95% 

Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah 
yang ditingkatkan kompetensinya 

Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas 
Sekolah yang ditingkatkan 

kompetensinya 

Perbandingan % Alokasi anggaran dengan Capaian Output 
Tahun 2017: 2016  

% Anggaran 2017 : 2016 % Capaian 2017 : 2016 
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3. Kegiatan pemerolehan kompetensi bagi pengawas sekolah pada tahun 2017 berpola In-On-In. 

Pola ini memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama, sehingga kemungkinan jumlah peserta 

yang gugur di tengah rangkaian kegiatan lebih besar. Seperti pada program ini, pada saat In 

Service Learning 1, persentase kehadiran peserta sebesar 96,4%, namun pada akhir kegiatan 

yaitu pada saat In Service Learning 2, persentase kehadiran peserta hanya 90%. 

Secara rinci, pencapaian indikator kinerja LPPKS beserta program-program pendukungnya akan 

dipaparkan pada penjelasan di bawah ini: 

1. Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang kompeten 

Pada tahun 2017 capaian indikator ini melampaui target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 

3.760 orang kepala sekolah dan calon kepala sekolah, berhasil terealisasi sebanyak 3.867 

orang kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang mengikuti program pendidikan dan 

pelatihan peningkatan kompetensi, dengan persentase capaian 102,8%. Persentase capaian 

indikator kinerja ini didapatkan dari 2 output kegiatan, yaitu kepala sekolah yang ditingkatkan 

kompetensinya dan calon kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya. Persentase 

ketercapaian output dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Ketercapaian Indikator Kinerja Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah 

Indikator Kinerja Output Kegiatan Tahun 2017 

Target Realisasi % 

Jumlah Kepala 

Sekolah Dan Calon 

Kepala Sekolah Yang 

Kompeten 

Kepala sekolah yang 
ditingkatkan kompetensinya 

760 769 101% 

Calon Kepala Sekolah yang 
ditingkatkan kompetensinya 

3.000 3.098 103% 

 Jumlah 3.760 3.867 102.8% 

 
Pada Perjanjian Kinerja tahun 2017, LPPKS menetapkan sejumlah 760 kepala sekolah dan 

3.000 calon kepala sekolah yang akan ditingkatkan kompetensinya. Selama tahun 2017, 

LPPKS telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi calon kepala sekolah 

dengan jumlah peserta sebanyak 3.098 orang dan kepala sekolah sebanyak 769 orang.  

Indikator kinerja jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten ini dicapai 

dengan dukungan program/kegiatan sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya 

¶ Program Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah 

¶ Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Online 

¶ Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 

b. Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya 

¶ Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah 
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¶ Diklat Peningkatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah 

c. Model (Inovasi) Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

Masing-masing program tersebut akan dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut. 

a. Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya 

Program/kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja kepala sekolah yang 

ditingkatkan kompetensinya antara lain: Program Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala 

Sekolah, Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah SD dan Pelatihan Peningkatan 

Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Online. Capaian output dari program ini dapat 

dilihat melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Program Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 

Output Kegiatan Program Target Realisasi % 

Kepala Sekolah 
yang ditingkatkan 
kompetensinya 

 760 769 101% 

 Program Keprofesian 
Berkelanjutan bagi 
kepala sekolah 

 550  

 Pelatihan Peningkatan 
Kompetensi Supervisi 
Kepala Sekolah Online 

 59  

 Bimtek Peningkatan 
Kompetensi Kepala 
Sekolah SD  

 160  

 

Penjelasan bagi masing-masing program pendukung akan dijabarkan melalui uraian di 

bawah ini. 

 

 

Menurut Permendiknas No. 28 tahun 2010, Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap profesional kepala 

sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan 

dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah. 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi kepala sekolah merupakan 

program nasional yang hasil akhirnya nanti menentukan pencapaian indikator kinerja 

program Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu meningkatnya skor UKKS tahun 

2017. 

LPPKS sebagai UPT di bawah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan diberi amanat 

untuk menjalankan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala 

Sekolah melalui pemberian dana bantuan pemerintah untuk 28 Kelompok Kerja 

1) Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala Sekolah 
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Kepala Sekolah di Provinsi Riau, Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan. Dana 

bantuan pemerintah ini akan digunakan oleh kelompok kerja kepala sekolah untuk 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

bagi Kepala Sekolah. Kegiatan pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

untuk Kepala Sekolah ini awalnya direncanakan akan dilaksanakan dengan moda 

daring kombinasi, namun kemudian moda ini diganti menjadi moda tatap muka.   

Moda Tatap Muka dilakukan melalui interaksi langsung antara fasilitator dengan 

peserta. Pelaksanaan Moda Tatap Muka dilakukan dalam kelompok kerja kepala 

sekolah yang telah ditetapkan oleh UPT sebagai pelaksana moda tatap muka. 

Peserta yang akan mengikuti Pelatihan PKB KS Moda Tatap Muka adalah kepala 

sekolah yang: 

¶ Merupakan anggota di kelompok kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana moda 

Tatap Muka 

¶ Berada di wilayah yang tersedia lokasi tatap muka 

¶ Bersedia melaksanakan pembelajaran menggunakan moda tatap muka dengan 

kemauan dan komitmen yang tinggi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pembelajaran dengan moda tatap muka berupa serangkaian aktivitas belajar di mana 

kepala sekolah berlatih meningkatkan kompetensi di kelompok kerja yang telah 

ditentukan dengan dibimbing oleh fasilitator yang berkompeten. Tahapan dari 

serangkaian aktivitas belajar adalah In Service Learning 1 (In 1), On the Job Learning 

(On), dan In Service learning 2 (In 2). Alokasi waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan semua tahap tersebut adalah 128 JP. Struktur program PKB KS moda 

tatap muka pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 



LAKIP LPPKS TAHUN 2017 

13 | P a g e 

 

Tabel 3.4 

Struktur Program PKB KS Moda Tatap Muka (2 Modul) 

No Materi Alokasi Waktu (JP) 

1 Umum  
 a. Kebijakan Penjaminan dan Peningkatan Mutu 

Kepala Sekolah 
b. Pengantar Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 
c. Pengantar Penilaian Hasil Belajar (PHB) 
d. Pengantar Pendidikan Inklusif dan Perlindungan 

Kesejahteraan Anak (PIPKA) 
e. Penjelasan Teknis Pelaporan Hasil On 

3 
 
2 
2 
2 
 
1 

2 Pokok 
a. Modul 1 
b. Modul 2 

 
56 
56 

3. Penunjang 
a. Evaluasi 
b. Rencana Tindak 

 
2 
4 

Total 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara detail struktur program PKB KS Moda Tatap Muka dengan pola 2 modul dapat 

dilihat dari penjelasan berikut: 

a) Tahap in 1, kegiatan In 1 untuk 2 modul dilaksanakan selama 64 JP. 

b) Tahap On, dilakukan selama 1 (satu) bulan untuk 2 (dua) modul dengan 

memperhatikan waktu kerja efektif kepala sekolah di tempat tugas. Penyusunan 

jadwal kegiatan disusun dan disetujui oleh fasilitator memperhatikan Rencana 

Tindak Lanjut yang sudah disusun pada In 1. Penyusunan jadwal kegiatan 

dilakukan dengan ketentuan: (1) kegiatan OJL termasuk laporan pelaksanaan 

selama 40 JP dalam waktu 1 bulan untuk 2 modul, (2) struktur program kegiatan 

tahap On mengikuti skenario yang tertera pada modul nasing-masing, (3) 

fasilitator melakukan monitoring dan mentoring kepada peserta minimal 1 kali per 

modul, (4) supervisor melakukan monitoring dan mentoring kepada fasilitator 

minimal 1 kali; 

c) Tahap In 2, dilaksanakan dengan menggunakan alokasi waktu 24 JP selama 3 

hari. 
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Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan bagi kepala sekolah ini adalah 28 Kelompok Kerja Kepala Sekolah 

yang masing-masing beranggotakan 20 orang. Jumlah keseluruhan kepala sekolah 

adalah 560 orang kepala sekolah. 

Rangkaian kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini berakhir 

pada bulan November saat pelaksanaan Diklat In Service Learning 2. Capaian output 

kegiatan ini adalah 550 orang kepala sekolah dari jumlah sasaran 556 orang kepala 

sekolah. Sasaran awal turun dari 560 orang menjadi 556 orang dikarenakan ada 1 

kelompok kerja yang jumlah anggotanya hanya 16 orang. Jumlah capaian output 

kepala sekolah dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala 

Sekolah ini dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 3.5 

Peserta Program Pengembangan Berkelanjutan Bagi Kepala Sekolah 

 

l 
 

 

 

 

 

Jumlah capaian output sebesar 550 orang kepala sekolah ini adalah kepala sekolah 

yang secara konsisten mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKB bagi Kepala 

Sekolah dari In Service Learning 1, On The Job Learning dan In Service Learning 2. 

Peserta yang tidak hadir pada tahap In Service Learning 1, On The Job Learning dan 

tidak menyusun laporan On The Job Learning dinyatakan tidak lulus megikuti kegiatan 

ini.  

No Provinsi Sasaran Realisasi % 

1 Provinsi Riau 180 orang 179 orang 99,44 

2 Provinsi Sulawesi Utara 196 orang 192 orang 97,95 

3 Provinsi Sumatera Selatan 180 orang 179 orang 99,44 

 Jumlah 556 orang 550 orang 98,92 
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Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain, 

pelaksanaan Program PKB yang harus diundur waktunya karena adanya perubahan 

kebijakan mengenai moda diklat dari moda Daring Kombinasi menjadi Tatap Muka 

dengan pola In-On-In. Karena mundurnya pelaksanaan program, menyebabkan waktu 

pelaksanaan kegiatan menjadi relatif singkat untuk pola diklat In-On-In. Hal ini 

berdampak pada tidak optimalnya beberapa proses pembelajaran dalam diklat ini dan 

dalam hal penyelesaian pertanggungjawaban keuangan bantuan pemerintah tidak 

dapat terselesaikan tepat waktu karena kesibukan ketua kelompok kerja sebagai 

peserta diklat dalam menyelesaikan tugas-tugas kediklatan dan menyelesaikan 

laporan pertanggungjawaban. 

Solusi untuk menghadapi permasalahan ini adalah melakukan kegiatan penjaminan 

mutu baik dalam bidang akademik maupun penyelesaian pertanggungjawaban 

keuangan bantuan pemerintah agar pelaksanaan diklat tetap terjamin mutunya.  

 

 

Menindaklanjuti hasil penelitian yang dilakukan terhadap kepala sekolah/madrasah 

yang menunjukkan masih rendahnya kompetensi supervisi para kepala 

sekolah/madrasah, LPPKS mengembangkan pelatihan peningkatan kompetensi 

supervisi kepala sekolah. Peningkatan kompetensi kepala sekolah khususnya 

kompetensi supervisi, selama ini telah dilakukan LPPKS dengan moda diklat tatap 

muka.  

Diklat dengan moda tatap muka ini, jumlah peserta yang dapat mengikuti diklat 

terbatas pada kapasitas kelas yang tersedia. Selain itu, kepala sekolah juga harus 

meninggalkan tugasnya selama mengikuti diklat. Untuk itu, LPPKS berupaya 

mengembangkan model diklat dengan memanfaatkan teknologi. Pelatihan 

peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online ini diharapkan dapat 

menjangkau lebih banyak kepala sekolah/madrasah yang mendapatkan diklat 

peningkatan kompetensi supervisi tanpa harus meninggalkan tugasnya sebagai 

kepala sekolah/madrasah tetapi dapat meningkatkan kompetensinya terutama dalam 

dimensi kompetensi supervisi akademik.  

Kegiatan ini dilakukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu: 

a) Persiapan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online 

b) Sosialisasi program peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online 

c) Orientasi program pelatihan kompetensi supervisi kepala sekolah online 

d) Pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online in service 

learning 1 

2) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Online 
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e) Pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online on the job 

learning 

f) Pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online in service 

learning 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah online 

dapat dilihat dari gambar di bawah ini. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3.1: Tahapan Kegiatan Supervisi Online 

 

Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi supervisi 

kepala sekolah online sebanyak 60 orang kepala sekolah. Sampai dengan tahap On 

The Job Learning, jumlah peserta yang konsisten mengikuti sampai dengan diklat In 

Service Learning 2 sebanyak 59 orang kepala sekolah. 

¶ Perwakilan pimpinan LPPKS 

¶ Staff LPPKS 

¶ Pengembang Teknologi Pendidikan 

¶ Widyaiswara LPPKS 

¶ Narasumber Diklat 

¶ Perwakilan pimpinan LPPKS 

¶ Staff LPPKS 

¶ Pengembang Teknologi Pendidikan 

¶ Widyaiswara LPPKS 

¶ Narasumber Diklat 
 

¶ Narasumber Diklat 

¶ Peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi supervisi kepala sekolah 
online 

 

¶ Narasumber Diklat 

¶ Peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi supervisi kepala sekolah 
online 
(35 hari online = 70 JP) 

¶ Narasumber Diklat 

¶ Peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi supervisi kepala sekolah 
online 
(OJL 1: online = 6 JP, OJL II: 
pertemuan 1 hari, OJL III: online = 6 JP) 

 

¶ Narasumber Diklat 

¶ Peserta pelatihan peningkatan 
kompetensi supervisi kepala sekolah 
online 

 
(3 hari = 30 JP) 

 

PERSIAPAN 

PELAKSANAAN 

a b c 

f e d 



LAKIP LPPKS TAHUN 2017 

17 | P a g e 

 

Hambatan-hambatan yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan ini antara lain: 

a) Kemampuan TIK peserta yang belum memadai 

b) Sinyal internet yang lemah di daerah sasaran pada saat kegiatan online 

c) LMS yang dalam masa perawatan, dan 

d) Kesibukan peserta sebagai kepala sekolah 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada selama kegiatan ini berlangsung, 

panitia membuat group dengan aplikasi whatsapp yang di dalamnya terdiri dari 

peserta, narasumber, dan teknisi selama pelatihan berlangsung sehingga segala 

permasalahan peserta dapat langsung diatasi dan diberikan solusinya baik oleh 

narasumber maupun teknisi/operator.  

 

 

Kegiatan ini memiliki sasaran sebanyak 160 orang kepala sekolah dari Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan 

Bali. Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Peningkatan Kinerja Bagi Kepala SD 

Muhammadiyah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam 

mengelola sekolah, melakukan supervisi akademik, dan mengembangkan program 

kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 hari atau selama 30 JP dengan 

materi: 

a) Kebijakan 

b) Muhammadiyah 

c) Komite Sekolah & Saber Pungli 

d) Penguatan Pendidikan Karakter 

e) Manajemen, Supervisi, dan Kewirausahaan 

f) Pre/Post (model UK secara online) 

g) Post Test 

 dari kegiatan ini LPPKS telah menghasilkan output sebanyak 160 Kepala Sekolah 

yang telah ditingkatkan kompetensinya sehingga capaian kegiatan ini adalah 100%. 

Secara umum kegiatan ini berjalan dengan baik. 

b. Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan Kompetensinya 

Sesuai amanat dari Menteri Pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organinsasi dan Tata Kerja Lembaga 

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah bahwa LPPKS mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah. Sesuai 

dengan tugasnya, LPPKS menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan 

kompetensi bagi calon kepala sekolah sebagai langkah penyiapan kepala sekolah. 

3) Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 
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Kegiatan yang diselenggarakan oleh LPPKS untuk menyiapkan kepala sekolah pada 

tahun 2017 antara lain Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) dan Diklat 

peningkatan kompetensi calon kepala sekolah.  

Tabel 3.6 

Program Peningkatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah 

Output Kegiatan Program Target Realisasi % 

Calon Kepala Sekolah 
yang ditingkatkan 
kompetensinya 

 3.000 3.098 103% 

 Program Penyiapan 
Calon Kepala Sekolah 

 1.640  

 Diklat Peningkatan 
Kompetensi Calon 
Kepala Sekolah 

 1.458  

 

Pada tahun 2016, program untuk peningkatan kompetensi calon kepala sekolah hanya 

melalui program penyiapan calon kepala sekolah sedangkan di tahun 2017 terdapat 2 

program, yaitu PPCKS dan Diklat peningkatan kompetensi kepala sekolah. Jumlah 

sasaran tahun 2017 meningkat 20% dari jumlah sasaran sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3.3. 

Jumlah Sasaran Calon Kepala Sekolah Tahun 2016: 2017 

Pada tahun 2016, sasaran diklat calon kepala sekolah berjumlah 2000 orang calon kepala 

sekolah yang seluruhnya ditingkatkan kompetensinya melalui Program Penyiapan Calon 

Kepala Sekolah. Diantara 2000 orang calon kepala sekolah tersebut 60% nya merupakan 

calon kepala sekolah yang telah diseleksi pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2017, 

sasaran yang ditingkatkan kompetensinya dari Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah 

60% 

40% 

Jumlah Sasaran Calon Kepala Sekolah 

Tahun 2017 Tahun 2016 
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sejumlah 1640 orang calon kepala sekolah dan sisanya dari diklat peningkatan 

kompetensi kepala sekolah. 

Kegiatan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah pada tahun 2017 tersebut akan 

dijelaskan dalam uraian sebagai berikut. 

 

 

 òPPCKS merupakan perwujudan pelaksanaan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.ó   

 

LPPKS sebagai lembaga yang mengemban amanah penyiapan, pengembangan, dan 

pemberdayaan kepala sekolah/ madrasah terus berupaya mengembangkan cara-cara 

baru agar mampu mewujudkan cita-cita bersama terwujudnya kepala sekolah/ 

madrasah yang profesional demi kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih baik. 

Salah satu upaya yang dilakukan LPPKS dalam rangka meningkatkan kompetensi 

calon kepala sekolah adalah melalui Program Penyiapan Calon Kepala 

sekolah/Madsrasah (PPCKS). Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah yang 

dilaksanakan oleh LPPKS adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2: Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah 

 
Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah dimulai dari kegiatan Proyeksi Kebutuhan 

Kepala Sekolah. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota 

sasaran. Dari kegiatan ini dihasilkan jumlah calon kepala sekolah yang dibutuhkan 

oleh masing-masing kabupaten/kota yang akan diikutkan dalam kegiatan seleksi 

1) Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS) 

 


